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1.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan penelitian tentang sustainable development goals
(SDGs) 16: peace, justice and strong institution di Pengadilan Agama Tanjung
Pati dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengetahuan Hakim Pengadilan Agama Tanjung Pati Kelas IB terkait
sustainable development goals 16 : peace, justice and strong institution
sebagaimana yang diatur oleh Perpres No. 59 Tahun 2017 masih
tergolong minim dan masih terbatas karena belum adanya sosialisasi
resmi mengenai penerapan SDGS ini dari mahkamah agung ataupun
dari lingkup pengadilan namun demikian nilai-nilai SDGs 16 ini seperti
keadilan, kesetaraan dan perlindungan terhadap kelompok rentan
sebenarnya sudah terjalan kan dengan baik seperti adanya berbagai
layanan di pengadilan agama Selain itu hakim juga juga telah
memahami dan menerapkan aturan teknis seperti PERMA, SEMA yang
berkaitan dengan pengaturan keadilan, dibandingkan dengan SDGs
secara langsung. Oleh karena itu , sosialisasi yang lebih terarah tetap
diperlukan agar keterkaitan antara tugas yudisial dan agenda
pembangunan berkelanjutan dapat dipahami secara utuh oleh
Pengadilan.

2. Pengadilan Agama Tanjung Pati menunjukkan kontribusi nyata dalam
mendukung pencapaian target SDGs 16.1 dan SDGs 16.2. Mediator
menggunakan pendekatan spritual, dalam memutuskan perkara
perempuan berpedoman kepada PERMA No.3 Tahun 2017 tentang
menangani sidang perempuan berhadapan dengan hukum,
pembicaraan hak dan perlindungan hukum sejak mediasi dan sesuai

dengan kebutuhan yang layak dan tidak lalai, memiliki kehati-hatian
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dalam memutuskan dispensasi dengan tetap memperhatikan prinsip
best interest of child atau kepentingan terbaik bagi anak.

3. Pengadilan Agama Tanjung Pati menunjukkan sejumlah upaya konkret
dalam mendukung pencapaian target SDGs 16.3, yaitu dari sisi
kepastian hukum, setiap putusan perkara konsisten merujuk pada
Kompilasi Hukum Islam dan UU Perkawinan, didukung proses mediasi
yang menjaga kesepakatan para pihak tetap sesuai koridor hukum.
kualitas putusan terus dijaga melalui pembaruan pengetahuan hukum
secara berjenjang dari Mahkamah Agung, dengan PERMA No. 3 Tahun
2017 sebagai rujukan utama, sehingga hakim senantiasa mengikuti
perkembangan yurisprudensi terkini. Ketiga, integritas aparatur
peradilan dijaga melalui sistem pengawasan berlapis serta kanal
pengaduan SIWAS, yang menjamin independensi hakim dari intervensi
pihak manapun. Keempat, kesadaran hukum masyarakat ditingkatkan
lewat program edukatif seperti SIMPATIK, sosialisasi e-Court,
penyuluhan agen perubahan, dan sidang di luar gedung, yang
memperluas jangkauan layanan sejak pendaftaran hingga putusan
perkara. Kelima, transparansi dan akuntabilitas diwujudkan melalui
SIPP, situs resmi, media sosial, dan WhatsApp, tanpa mengabaikan
batas kerahasiaan yang diatur perundang-undangan. Keenam,
pemerataan akses keadilan bagi kelompok rentan diupayakan melalui
layanan prodeo, Posbakum, dan sidang keliling, meskipun
implementasinya masih menghadapi kendala teknis seperti akses jalan,
cuaca, dan rendahnya literasi hukum masyarakat di wilayah terpencil.

Secara keseluruhan, praktik peradilan di Pengadilan Agama
Tanjung Pati menunjukkan bahwa penegakan hukum yang adil,
konsisten, transparan, dan inklusif bukan sekadar wacana normatif,
melainkan telah diimplementasikan secara nyata dalam pelayanan
sehari-hari.

1.2 Saran-saran
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Pada akhirnya pembahasan ini terdapat beberapa saran yaitu:

. Diharapkan agar aparatur penegak penegak hukum pengadilan
agama tanjung pati bisa memahami lebih dalam SDGs terkhususnya
SDGs 16 juga memahami regulasi yang mengaturnya karena
merupakan satu-satunya pilar hukum bagi pembangunan
keberlanjutan yang ada di indonesia

. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya agar mahasiswa lebih
menggunakan banyak informan bukan hanya terdiri dari aparat
pengadilan agama saja namun juga dari para pihak yang
berperkara.

. Untuk masyarakat agar lebih aktif dalam mengunakan layanan
hukum dan berperan aktif dalam edukasi hukum agar informasi
serta bantuan yang didapat berupa hal yang nyata terjadi di

pengadilan.
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